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PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CIREBON NOMOR 87 TAHUN 2023 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024  

2024 

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan 
Daerah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan Peraturan Wali 
Kota Cirebon Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; bahwa 
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan 
huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang 
Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 87 Tahun 2023 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2024;   

- Dasar Hukum :  

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi 
Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa 
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950      
Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang     
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang- Undang        
Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) 
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa 
(Lembaran Lepas Sekretariat Negara : 3 Halaman); Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 30        
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang 



Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573), sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021   
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       
Nomor 6736); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6177); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019             
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       
Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017             
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       
Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 



Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           
Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       
Nomor 6385); Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6882); Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023             
Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       
Nomor 6883); Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 157), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Preisden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan 
Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023         
Nomor 112); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); Peraturan 
Menteri Tahun 2017 tentang Peraturan Daerah Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala 
Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); Peraturan Menteri dalam Negeri 
Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan 
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017   
Nomor 1067); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, 
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia                
Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata 
Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan 
Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai 
Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan 
Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia                
Tahun 2018 Nomor 1213); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 
Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); Peraturan Menteri 



Keuangan 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, 
Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara 
Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 134 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang 
Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi 
Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 976); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, 
Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513); 
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana 
Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, 
Bantuan Operasional Sekolah, dan Bantuan Operasional 
Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 73); Peraturan Menteri Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang 
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan 
Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022             
Nomor 1342), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis 
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045); Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 204 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana 
Alokasi Khusus Non Fisik (Berita Negara Republik Indonesia            
Tahun 2022 Nomor 1319); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 
Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang 
Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310); Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6572 Tahun 2023 tentang 
Pengangkatan Penjabat Wali Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat; 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan 
Masyarakat pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 697); Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis 
Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan                            



Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 1121); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 
tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian 
Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 807); Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rincian Dana Bagi Hasil Cukai 
Hasil Tembakau Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 
Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024    
Nomor 72); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19   
Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana 
Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas 
Treasury Deposit Facility (Berita Negara Republik Indonesia           
Tahun 2024 Nomor 167); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat 
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2024 Nomor 1); Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring 
dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita 
Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 13); Peraturan 
Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 
(Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 1); Peraturan 
Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan 
kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon          
Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Cirebon Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Partai Politik yang Mendapat Kursi di Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon         
Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Nomor 7); Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2020 Nomor 5); Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6  
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon          
Tahun 2017 Nomor 75); Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107); Peraturan 
Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022   
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117); 
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan 
Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota 
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 7); Peraturan 



Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal 
Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Giri Nata 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 137); Peraturan Daerah Kota 
Cirebon Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Cirebon 
Tahun 2023 Nomor 15); Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 
Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Nomor 138); Peraturan Wali Kota Cirebon   
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan 
dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta 
Monitoring dan Evaluasi terhadap Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 2); Peraturan Wali Kota 
Cirebon Nomor 44 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah 
Kota Cirebon Tahun 2024 – 2026 (Berita Daerah Kota Cirebon        
Tahun 2023 Nomor 44); Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 71   
Tahun 2023 tentang Perjalan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Aparatur Sipil 
Negara, dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota 
Cirebon Tahun 2023 Nomor 71); Peraturan Wali Kota Cirebon       
Nomor 79 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu 
Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2023          
Nomor 79); Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 83 Tahun 2023 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 3 
Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan 
Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah 
Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 83); 
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 86 Tahun 2023 tentang 
Pengelolaan Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Cirebon   
Tahun 2023 Nomor 86); Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 87  
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Cirebon               
Tahun 2023 Nomor 87).  

 
CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 4 Juni  

tahun 2024. 
- Lampiran : - 

   
 


